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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi

dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan pedoman
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. |
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, sehingga perlu diatur pedoman pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangl/
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negar@



2.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik |,
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157); :

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORAJA. /7
o



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tana Toraja

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat
OPD adalah OPD Kabupaten Tana Toraja.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan pesan,

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai ,

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar dan
suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara d
penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik. :
Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
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dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada
Badan Publik. !
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggungjawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
pemerintah daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan
mengenai proses penyelengaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi
dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan
Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi
dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi
publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang

selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan

layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah/‘
o
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18.

19.

20.

dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gammbaran umum kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak
lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi
dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID
Pemerintahan Kabupaten.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pengguna  Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan

informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan per-

undang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta

dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan

dokumentasi di pemerintahan daerah untuk menghasilkan

layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas./ﬂ'
—



BAB I1
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

(1) Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas
dan rahasia.

{2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan
Pemerintah Daerah dapat diperoleh oleh pemohon
informasi dan dokumentasi publik dengan cepat, tepat
waktu dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan
kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama
bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

BAB IIi
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasat 4
(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai BV
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
a. informasi dan dokumentasi yang dapat
membahayakan negara;/ﬁ_
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b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak sehat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

€. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang  dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID
Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik
yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon '
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang

dapat di akses dengan mudah.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

Pasal 6
(1) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentukﬁh{
dan menetapkan PPID. @ a
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(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) melekat pada
pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau
kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID
dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokument;:asi
(PLID).

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
PPID Utama pada PLID.

Pasal 7

PPID Utama di lingkungan  Pemerintah  Daerah
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu

oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat
Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud ayat (1} dikepalai oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d¢
kepalai oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris
Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha yang ditetapkan lebih <
lanjut dengan Keputusan Bupati. @,



(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) dikepalai oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang ditetapkan

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

kepalai oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris
Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha yang ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

PPID Utama mempunyai tugas:

a.

menyusun dan melaksanakan Kkebijakan informasi dan

dokumentasi;

- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan

dokumentasi;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi:

. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan; @L

W
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l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara
informasi dan dokumentast; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi

yang ditetapkan melalui keputusan atasan PPID.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, PPID Utama berwenang:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

¢. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara

informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 12

PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab
tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala sesuai kebutuhan;

c¢. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informas%
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, B
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima; dan @



.

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Daerah;

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon Il di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Kepala Bagian
Hukum pada Sekretariat Daerah;

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris masing-masing
OPD;

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang
Fasilitasi Sengketa Informasi; dan

g. Pejabat Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi PLID Kabupaten Tana Toraja
tercantum pada lampiran [, sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SOP PPID

Pasal 14
(1} Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai
berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejal')al;
fungsional dan/atau petugas informasi apabila B
diperiukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu,
Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional; @_
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d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi
sebagai atasan PPID yang  Dbertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik;

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara
pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerintah
Daerah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan

Informasi Publik.

Pasal 15
(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain :
a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
¢. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
f. SOP lain yang dipandang perlu.

(2) Contoh Format SOP PPID tercantum pada lampiran II,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Pasal 16
{1) Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sekurang-
kurangnya memuat :
a. nomor;
b. ringkasan isi informasi,
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasajL
informasi;
d. penanggungjawab pembuat atau penerbitan informasi,
€. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia; dan
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Utama. ([}
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(3) Keseluruhan informasi dan dokumen publik yang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan
diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat pada lampiran IIl yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Pasal 17

(1} Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terlel;ak

dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.
(2) Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikelola oleh

Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Informasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP)

Pasal 18

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk
mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID
Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} Pemerintah Daerah dapat mengembangkan}
SIDP yang terintegrasi secara regional dengan PPID di l&
lingkungan Pemerintah Daerah. -

Bagian Keenam

Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID)

Pasal 19
(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan

tahun anggaran berakhir. @.
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(2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam
Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan
masing-masing.

(3) LLID, paling sedikit memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi  publik yang dimiliki  beserta
kondisinya,;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi dan dokumentasi publik beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya;

c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik
yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohanan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu,;

3. jumnlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4.jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya,;

d.rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,
meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komis¢B
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh

badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke V()
P
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pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan

dokumentasi.

Pasal 20

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib
tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bupati oleh atasan PPID.

(4) LLID sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh
Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan '

Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 21
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dibebankan padi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana

Toraja. [
BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Pasal 22
Pemohon Informasi dan Dokumetasi meliputi:
a. perseorangan;

b. kelompok masyarakat;/a,
P



-16-

c. lembaga swadaya masyarakat;

d. organisasi masyarakat;
e. partai pohtik; dan
f. badan publik lainnya.

Pasal 23
Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi
persyaratan:
a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan

(1)

(2)

3)

(4)

ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-
undangan;

mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan,;

mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara
pembayaran untu memperoleh informasi yang diminta,

sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 24
Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan  untuk  memperoleh  informasi dan
dokumentasi publik kepada Pemerintah Daerah terkait
secara tertulis atau tidak tertulis.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan alamat Pemochon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik
yang diajukan secara tidak tertulis.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas

g

Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaarm
P



(5)

(6)

(7)

(8)

(9
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permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor

pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau

melalui surat elekironik, nomor pendaftaran diberikan

pada saat penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,

pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan

bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimannya

permintaan, PPID Utama wajib menyampailéan

pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta, berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas
informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampaian dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang

menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang

diminta tidak berada di bawah penguasannya dan badan
publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian

dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan

materinya.

(11) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untu

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksu
pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. /&
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BAB VIII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 25
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID,

berdasarkan alasan berikut: .

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(7);

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaima!ma
yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 26
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yan
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangk?M

-~
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waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh

bawahannya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 27

(1) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi ditetapkan oleh Atasan
PPID Utama.

(2) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID
Utama beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang
menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta
pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa
immformasi publik dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan berdasarkan arahan Atasan
PPID.

(4} Tim Fasilitasi melaporkan proses penanganan dan hasil
penyelesaian sengketa informasi publik kepada Atasan
PPID.

(5) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan
kepada Komisi Informasi Daerah, apabila tanggapan
Atasan PPID oleh proses keberatan tidak memuaskan
pemohon.

(6) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja,

setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

BAB IX
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH {(FKPPID)

Pasal 28
FKPPID Kabupaten dibentuk untuk meningkatkal-%
koordinasi antar PPID lingkup Kabupaten dan Organisasi

-~
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID}
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN TANA TORAJA

[ Pembina
| Bupati
l Wakil Bupati

\ Tim Pertimbangan
|

P SSEAE — ke e ——

i Pengarah
i Sekretaris Daerah
!_\ Selaku Atasan PPID

Pejabat Eselon tl.b. Setda Kabupaten,
Pimpinan Perangkat Daerah dan
Pejabat yang menangani Bidang Hukum

____T_ ........... — S8
E |

PPID Utama Pejabat Eselon {! J

Kepala Dinas
| Komunikasi dan Informatika

2

PPID Pembantu Pejabat Perangkat Daerah
Pengelola Informasi dan Komunikasi di
Kecamatan dan Desa/Lembang

.

. - e = .
Bidang \t | Bidang Pengelolahan || Bidang Pelayanan ( Bidang Fasilitasi
Pendukung || Data dan Klasifikasi | | informasi dan SEnBketa/informas:
Sekretariat PLID J1 Informasi | | Dokumentasi L J

Pejabat Fungsional |

BUPATI TANA TORAJA, /ﬁ,

/ NICODEMUS BIRINGKANAE
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMAS] DAN DOKUMENTASI (PPID}
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TANA TORAJA

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Nomor SOP

Logo Instansi

Nama Instansi

Tgl. Pembuatan |

Tgl. Revisi

| Tgl. Efektif

Disahkan Oleh R o
i
Penyusunan Daftar

Nama SOP Informasi dan
Dokumentasi Publik

' Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3.UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

_Keterikatan:

Peralatan / Perlengkapan:

| 1. Lembar Kerja dan Rencana Kéija

2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4, Jaringan Internet

E_F?;u_i-'ringﬂtﬂn: '

Pencatatan dan Pendataan:

L

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hqrdcopz;—

NE
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i Pelaksana il Pendukung > Ket |
p Kegiatan PPID PPID | Atasan |
; & Pembantu | Utama PPID Kelengkapan _'_L Watt | Quiput
| Mengumpulkan informasi dan ¥ 1. UU No. 14 | Secara DIDP yang
| dokumentasi yang berkualitas . Tahun 2008; | berkala, telah
E dan relevan dengan tupoksi 2. UU No. 25 serta dikumpulkan
| masing-masing komponen di Tahun 2009; | merta, dan | dari komponen
| Kementerian Dalam Negeri 3. UUNo.23 | setiap dan Perangkat
dan Pemerintah Daerah, baik Tahun 2013; | saat. Daerah
vang diproduksi sendiri, 4. PP No. 61 '
dikembangkan, maupun yang | Tahun 2010;
dikirim ke pihak lain, yang |5. Perki No. 1
berupa arsip statis maupun Tahun 2010; |s
dinamis, arsip akti{ maupun 6. Perki No. 1
inaktif dan arsip vital yang Tahun 2013.
dikuasai. Informasi yang
dilakulkan meliputi jenis
dokumen, penanggung jawab |
pembuatan, waktu dan {
| tempat pembuatan, serta | |
| bentuk informasi yang ! |
tersedia dalam hardcopuy dan |
softcopy. Format pengisian
dalam pengumpulan | |
informasi dan dokumentasi di | [
masing-masing komponen i
Kementerian Dalam Negeri :
dan Pemerintah Daerah. | _
Mengklasifikasikan seluruh 1. UUNo. 14 Secara DIDP yang
informasi dan dokumentasi | W i\ Tahun 2008; berkala, telah
yang telah dikumpulkan dan | ._). |2. UU No. 25 serta dikumpulkan
mengidentifikasikannya | | Tahun 2009; | merta, dan | dari komponen |
berdasarkan sifat informasi | ! 3. UU No. 23 setiap dan Perangkat
dan dokumentasi, selain itu | Tahun 2013; | saat. | Daerah
Jjuga mengklasifikasikan 4. PP No. 61
inforrnasi dan dokumentasi Tahun 2010;
yang dikecualikan dengan 5. Perki No. 1
kategori sebagaimana yang Tahun 2010,
telah ditetapkan melalui UU | 6. Perki No. 1
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tahun 2013.
dan Pasal 18. Pengujian !
tentang konsekuenas: dengan |
seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan
Informasi dan Dokumentasi
Publik tertentu dikecualikan
oleh setiap orang &
Mendokumentasikan | Alat tulis Secara DIDP
informasi publik dalam kantor berkala,
bentuk softcopy dan tempat serta
penyimpanan dokumen merta, dan
dalam bentuk hardeopy setiap
dengan tata cara seperti saat.
mengarsip dokumen dan
dipisahkan sesuai klasifikasi |
informas: dan dokumentasi 1
wajib, secara berkala, serta |
merta dan setiap saat. Perlu |
dibuat daftar informasi dan !
dokumentasi yang
dikecualikan. g
Menetapkan DIDP secara Mengadakan Setelah Surat
resmi dan mengumumkan rapat bersama | DIDP Keputusan
kepada masyarakat. dengan PPID terkumpul | DIDP yang
Utama dan dari PPID | ditandatangam |
PPID Pembantu | Pembantu | oleh Atasan
uniuk PPID
menetapkan
| DIP
Mengunggah DIDP ke website ! Website dan Setelah Adanya konten
resmi Kemendagri dan | .< sarana DIDP DIDP di
Pemerintah Daerah maupun | informasi ditetapkan | website
melalui sarana informasi [ lainnya yang oleh Kemendagri
lainnya. dimiliki oleh Atasan dan
komponen dan | PPID Pemerintah
Pemerintah Daerah
| Daerah

\

X

g =




-24-

B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Logo Instansi

Nama Instansi

Nomor _SQ__I_?_
 Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

' Tgl. Efektif

| Nama SOP

| Disahkan Oleh

Pelayanan Permohonan
Informasi Publik

Dasar Hukum

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

S. Perki 1 tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

Kualifikasi Pelaksana

Keterikatan:

| Peringatan:

| Peralatan/Perlengkapan: o
| 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

‘ 2. Term of Reference

| 3. Alat Tulis Kantor

| 4. Jaringan Internet

_| Pencatatan dan Pendataan:

_| - Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardc;;py |

Pelaksana Pendukung 1 Ket l
. I R I Komponen | | | i
PPl
No. Keg]atan | i’c:rmoh.allz_lll R::‘IEI:II'::SI. P[;lg‘m dun Kelengkapan Wakiu | Output |
Informiasi PrIE Pemhantu | PE::‘:::" | [ | [
1. Pemohon Informasi dapat [ " | - m ;:“““#" | P""J“kh"’“. dan | FP‘:""“:I 1
& | O (4 1 TINO MO AL |
menya.mpa;kan pesnchoman . | m;nrmnos:\an J:::uk e | informass |
informasi yang dibutuhkan baik | | | | . pemohon | yang telal |
secara langsung dan tidak | | iersedin di | informasi | dbsi lengknp [
langsung | meja | secara | dan
‘ | pelayanan | lnngsung dan | dilampin
| | PPID ntau | setiap spal | letocopyfsca
t i I YANg | untuk n idenititan
| | ditampilkan | pemobon | ciri (NIK) |
[ | | di webajte, | mformasi | | 1
| | 12} Fotocopy | sovara lidak |
{ | | | Blau scan | langaung
i | wentilas dini |
| NIK) dari | :
perchon | |
. § i _— | inlormasi | !
2. | Melakukan registrasi berkas ; | Scmua datn- Pada haridan | DIP yang | |
permohonan informasi publik. : l‘;‘: 1"‘“‘;’]’““ | {j‘;’u';e““ }::‘:ll‘mun
Jika dokumen/informasi vang i dmm, prmohon | Soiam
diminta telah termasuk dalam DIP __ dalam benluk inforinasi | bentuk
dan dimiliki oleh meja informasi | hardeopydan | secars | hardenpy
atau sudah terdapat di website | soficepy Langsung dan | dun | |
PPID, maka langsung diberikan [ | | | seuap saat soficopy. { |
kepada pemohon informasi atau | i | '“““'L [ |
bisa langsung diunduh oleh | | | fncfmi |
pemohon informasi. Jika 1 | secamn tidak | |
infermasi/ dokumentasi vang | ! | langsung
diminta belum termasuk dalam | | |
DIP, maka berkas permohonan | [
disampaikan kepada PPID atau | | |
PPID Pembantu. bl - ___I___ _ | ! S .l_
3. PPID meminta kepada komponen DIPyang telei | 10 (sepululy | DIP !
atau Perangkat Daerah untuk I lietaplan | bari ketja |
| memberikan informasi atay | ::l;l;z?“‘:"m ““::Dhom | |
dokumen yang sudah termasuk | ! Diciabl B ﬁbmuj | |
dalam DIP, kepada PPID untuk | diteriam oieh |
diberikan kepada pemchon | | | PAD. | |
informasi. Komponen atau | | | | | |
Perangkat Daerah memberikan | | | L
nformasi atau dokumen yang | | |
dimaksud kepada PPID atau PPID | ; 5 A
Pembantu: N | - - -} | I | |
4. Memberikan informasi atau [ | | Informasi atau | Pepanjangsn | Inbrmasi
i dokumen vang diminta oleh | | | dokumen yrng | permohonan publik yaug |
| 2 j | | ] | diminla oleh | informasi | diminta okb |
| pemehon mform.a.sl yang tela_.h [ - %I pemohon adalsh 7 | pemohon
menandatangani tanda bukti | | | informesi {tujub) hari informasi
penerima informasi atau | | kerja |
dokumen. | | I




C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

'Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl.

|-Igl.

-

|
i

rB;sgr Hukum
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Logo Instansi

Nama Instansi

o Bl s |

Revisi

Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Uji Konsekuensi
| Informasi Publik

1. UU 14 Tahun 2008
2.UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013

4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

‘Kualifikasi Pelaksana

Keterikatan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
| 3. Alat Tulis Kantor
| ) | 4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
| | - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
| Pelaksana Pendukung Ket
No . : T PPID | Tun Komponen
: egra B Rt i Pﬂika Pemohon | Kelenglkapan Wakiu Output
o | Pembanti | Inibrmasi Daerah a
= Melakukan kajian atas | o Berkas Sctinp sant Berknas
informasi/dokumen yang tidek | permohonan permohonan |
termasuk dalam DIP dengan : :i“f;::m"s” i | ‘"I"m':s‘ |
melibatkan Tim Pertimbangan [ P:mol;:::z el f&:?;;::“ﬂp |
Pelayanan Informasi informasi dan dilmupid |
‘ | { folocopy/
! ascan identitay
_ g | $i ik R | diri {NIK) |
28 Memberikan pertimbangan atas | Dasar hukum: | Pudn hari dan | Surat i
informasi/dokumen yang | I "r-’;lmpzi]‘:m Jam kerja il ;_\'_EP!“US-’AH
dimaksud vang bersifat rahasia | | <L |
i el il ) o
: kepentingan umum | | | Informasi |
3. | Menyampaikan kepada PPID atas | - T nRrmasif | Padahandan | foformesij |
status informasi/ dokumen vang | { dokumen yung | jam kerja, dolumen das
| diminta pemohon mfom:nasi, :lz::i:alakan | F:IL:LT;}I';:H ﬁomn‘:wuﬂl
| apakah termasuk rahasia atau terbukn untuk | kerja, scjiuk Perangknt
| terbuka. Jika informasi/dokumen - & publik | pennobonnn Dacrah |
| yang dimaksud adalah terbuka, informasi
| maka PPID memerintahkan | teregisuasi
kepada komponen/ Perangkat i
Daerah untuk menverahkan | | |
informasi/dokumen yvang | I |
dimaksud. Jika status : | [ | |
informasi/dokumen oleh Tim [ | | ! | | |
Pertimbangan Pelavanan | | | I I [
| Informasi dinyatakan rahasia, | | | | |
maka PPID membuat surat | |
penolakan kepada pemohon |
: informasi. o | SN RS
4. Memberikan informasi yang Informasi/ Maksimal Informasi
dirninta oleh pemochon informasi - dokumen yang | diberikon publik yang
dengan menandatangani tanda diminta olch PompAnjangan diminta oleh |
X : 3 1 Pemohon pemcnuhan Pemohon [
bukti penerima atau memberikan | | Infwmasi atan | permohonan | Informasi
surat penolakan kepada pemchen | | surat informasi | atan sumt f
Jjika status informasi/dokumen | | | penolnkan jikn | seluna 7 | penolakan ‘
dinyataltan rahasija. | | | informasi/ {tujuh) hari |
| | | dokumen dcjok |
lersebut pembentahnan |
| | dikatcgorikan | fertabis { [
[ raltasia | diberikan dan |
| | ‘ tiluk dapat | [ /
| diperpnjang | |
] | - | lagi | S -
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D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Logo instansi

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

 Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

Nama Instansi

| Nama SOP

Penanganan Keberatan
| Informasi Publik

Dasar Hukum

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3.UU 23 Tahun 2013
4_ PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

Kualifikasi Pelaksana

Keterikatan: Peralatan/Perlengkapan: "
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
; 4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
| : Pelaksana = = Pendulkung e
No. Kegiatan I eemon i PPIDaten 1, en f
kT iarnnst Renfa‘gi;ttarzsi Pc:]:]b]n '?m. FPID) Kelengkapan Wikt |- Ontput
- + —— e - 4
1. | Pemohon informasi e v Eﬂ;ﬁ:{gﬂ’m ypz‘iak:_’;“ | L”“"“?”’

k 3 | A "TjH | pengajuan
menyampaikan pengajuan i - Keberatan | Seticritan
keberatan atas tidak | Inibrmasi pelayanan

E | Publik yang informasi
terlayaninya permohonan | | tersedia di | publik yang
informasi yang dibutuhkan | ool B
melalui: (1} datang langsung | PPID st I a.ilﬁ]iﬁ’n -
dan mengisi formulir : R | Gibst/acen

5 | ebsi tas
permohonan pengajuan | d;: dapai { (NT;:J =
keberatan informasi publik | e |
dengan melengkapi fotocopy - s
identitas diri (NIK), {2) [ identitas dirs }
5 = | (MK} dari
melalui website dengan | pemobon !
mengisi formulir yang telah | S RO
diunduh dan menyertakan i
scan identitas diri (NIK) .
kemudian dikirim ke alamat | |
email PPID yang tertera di |
website, (3) mengirimm fax |
formulir permohonan ! :
informasi yang telah diisi | !
lengkap disertai dengan fax | |
identitas diri {NTIK} ke nomor | '
fax PPID. | :
2 Melakukan registrasi 37 Semua data- | Pada hari dan Daftar
K F data Pemolion ijmmn kerja | pengajuau
formulir pengajuan informasi kehermian
keberatan pelayanan )-_'9. disampaikan pelayanan
3 B 1 dalam beniuk informasi yang
informasi dan 1 hardeapy dan telah di —file
menyampaikan pengajuan | i softeopy ?\aﬁlr:ﬁry)h;l:it::l‘ /
keberatan kepada atasan softoopy F 4
PPID. , | \
3, Memeriksa formulir , [ B v o ;‘:;::;)m J::‘L;‘:‘:‘ dan P;‘;‘:}ﬂ;‘:ﬁ“
pengajuan keberatan dari | kebermian : diberikan
Para Pemohon informasi pelayanan kepadz PRI
4 e intahkan PPID informasi yang dan 'P!ID i
an memerin telah diisi Pembanti
dan PPID Pembantu untuk | | oy
menjawab permohonan | |
informas;i. = | _ | > il it b i
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Pemohon Informasi.

4. | Memerintahkan kepada PPID () Bevkma Poda hari den | Surat
dan PPID Pembantu untuk =y jam krria Pexintah
memenuhi permintaan pdn]nn.mm kqnhm FPID
| informasi dari Pemohon i i dar PPID
Informasi. | yang elah Pembante
| difwi . | untuk
{2} DIP yang memenuhi
| | pormintaan
| divmumkan pemohon
| i :
| | yang
| mengajukan
| ltbemntan
5. | Memberikan informasi yang Dolmmen/ Pada haridan | Indbrmasi
diminta oleh pemohon . nformasi yang | jem Yerja publik yang
informasi kepada Atasan PPID 1 Wmm o dmmﬂ:nm
jia informasi yang dimaksud Informani atan Informasi
telah masuk DIP. Atasan PPID e i A st
akan menjewab pengajuan :.r:,hm dari mlmpadn
keberatan kepada pemohon PPID atau | Pemohon
informasi. Jika informasi : | ml’tmlnnn w e
yang diinginkan pemohon f | Yarens
informasi tidak termasuk | | mformasi yang
dalam DIP yang telah a | dioimia
diumumkan, karena i 1| m
informasi belum tersedia atau i | dikecuslikan
termasuk informasi yang | |
dikecualikan, maka diberikan [ f
surat penolakan kepada |
|

=

\
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

[

Logo Instansi

| Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

Nama Instansi

Nama SOP

Fasilitas Sengketa

Informast Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

Keterikatan: | Peralatan ,r’ Perlengkapan:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan: ) Pencatatan dan Pendataan:
L Dlslmpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
" Pelaksana Pendukung ' Ket |
i PPID atan . : [
No. Keglatan :::'1:;:1 1;111:;1‘ PF"léll;-a A;f;:'gu mkfzﬂil-;i Kelenghkapan | Wakiu Cutput
a L= : _Pembanw g :
1. setiap Pemohon i {1)Formulir | Pada hari Berkas
Informasi dapat -_ Pengajua ian_ jam permohon
3 n erja, an
mengajukan _kebe ratan Keberata | maksimal | informasi
secara tertulis kepada . n 10 yang telap
Atasan PPID dalam | | Informasi | {sepuluh) diisi
walktu 10 (Sepuluh} hari | Publik ha_ri kerja, lengkap
kerja, sejak yang sejak dan
M inf = tersedia | permohona | dilampiri
p 0 ona_m miormasi di meja n informasi | fotocopy/s
teregistrasi dan pelayana | teregistrasi | can
j diberikan. n PPID identitas
Perpanj atau diri {NIK]
panjangan ditampilk [
pemenuhan an di '
permohonan informasi website |
selama 7 (tujuh) hari . b
sejak pemberitahuan | g‘?paé i
i . H runduh, |
tgrtuhs diberikan dan (2)Fotocopy | :
tlfiak dagat atau scan |
diperpanjang lagi. identitas ’
diri (NIK)
| dari
pemchon
yang
mengajuk
an
keberata /
2. | Atasan PPID ; —— e g
mer}e_tap_kan Tim ' i | tertulis
Fasilitasi sengketa | dari
informasi untuk atasan %
mengupayakan PH% i
: | periha
penyeles:_alan sengketa ! informasi
informasi, yang yang
dibentuk oleh PPID Al disengketa
Utama 5' kan
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: —
| Tim fasilitasi sengketa dD;?;‘[‘:an
informasi diketuai oleh } e
PPID Utama dan .I | paling [
beranggotakan PPID lambat 14
i {empat
Pembantu terkait, beleg) hari
Pejabat yang | iesia
menangani bidang setelah
hukum, pejabat diterimany
fungsional, serta JFU ; ?ﬂggapan | ,
yang sesuai dengan ! | tertulis |
kebutuhan i | dari 1
Atasan
| PPID
Tim fasilitasi sengketa

informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi
kepada Atasan PPID

Upaya penyelesaian
sengketa informasi
publik diajukan kepada |
Komisi Informasi Pusat, |
Komisi Informasi
Provinsi, Komisi
Informasi _
Kabupaten/Kota sesuai |
dengan kewenangannya
apabila tanggapan
Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon

Informasi.

B

/N

UPATI TANA TORAJA, (&,

ICODEMUS BIRINGKANAE
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

INFORMASI

DAN

DOKUMENTAS!I

(PPID)

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

1 - i : Penanggung | [ T Loformasi
' Ri Pejabat/ Unit/ Jewab Walktu dan | Bentuk T
Jengs | Fingkasan | o Yang | Pemb Tempat | Infrmasi muz""" Wajib Wajb | Informasi
Menguasai ataw Pemb uatam yROfg 3 Dinmumkan | Dicmumban Yang
Informasi Penerbit Informasi Tersedia, E. ral Serta Merta Sctiap Saat
Infbrmasi

BUPATI TANA TORAJA, M‘/

/ NICODEMUS BIRINGKANAE
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Perangkat Daerah serta memperkuat peran dan fungsi PPID
Pemerintah Daerah.

Pasal 29
Pemerintah Kabupaten melakukan Koordinasi, Pembinaan
dan Pengawasan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 30
Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten terdiri dari seluruh

PPID, Organisasi Perangkat Daerah di wilayah masing-

masing.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Januvari 2019

BUPATI TANA TORAJA, @,

/ NICODEMUS BI
Diundangkan di Makale

pada tanggal 28 Januvari 2019

SEKRETARIS DAERAH

BUPATEN TANA TORAJA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 02



